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Penelitian ini membahas mengenai kesalahan konstruksi hukum oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam
membuat akta terhadap pengalihan hak atas tanah yang merupakan harta waris yang belum terbagi oleh
salah seorang ahli waris, tanpa persetujuan ahli waris lainnya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 3693K/Pdt/2019. Permasalahan yang diteliti adalah: (a) tanggung jawab Pejabat Pembuat
Akta Tanah terhadap kesal ahan konstruksi hukum pada pengalihan hak atas tanah yang merupakan harta
waris yang belum terbagi oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli warislainnya; dan (b) status
kepemilikan objek harta waris yang telah dialihkan tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Metode penelitian
yang digunakan adalah yuridis normatif dan tipe penelitian preskriptif. Dari hasil analisis diketahui bahwa
(a) Pgjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ZA telah lalai dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah yang
merupakan harta bersama yang belum terbagi sehingga menyebabkan sengketa dan atas kelalaian tersebut,
berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2018, PPAT ZA dapat diberhentikan dari jabatannya
dengan tidak hormat.(b) Terhadap status kepemilikan objek harta yang menjadi sengketa dalam kasus
tersebut, karena objek tanah yang dialihkan merupakan harta bersama yang belum terbagi, maka seharusnya
dilakukan turun waris yang kemudian diikuti pembagian hak bersama bagi ahli waris. Hal ini didasarkan
pada konsep harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan yang bermakna terjadinya persatuan harta.
Dengan meninggalnya pemilik maka objek tersebut, demi hukum, menjadi kepunyaan ahli waris (Pasal 832
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

...... An error of legal construction by Land Deed Official, by making deed of transfer on undivided inherited
property by one of the heir, without other consent in Indonesian Supreme Court Verdict Number
3693K/Pdt/2019 are the reason this research was made. Focus of the research are: (a) Land Deed Official
responsibility for mistaken the legal contruction on land transfers (b) ownership status on transferred
undivided inherited property by one without consent by the rest of the heir. Method that used in this research
isjuridis normative, and research type is prescriptive. The result of thisresearch are, (a) All of the heirs
consent are essential in the undivided inherited property transfer. The Deed of sales and purchase made by
the Land Deed Officia are open for cancel by the court. The Land Deed Officia are responsible for the deed
on administration and by law. Acording to Land Minister Regulation number 2 year 2018, the Land Deed
Official could be dishonorably dismissed. (b) And for the ownership status of the property, for the property
isundivided common rights, the property ownership suppose to originaly transfer to all of the heir by then it
can be divided by the heir. The common property concept is written in Indonesian Marital Act. and by law,
the property itself belong to the heir when the original owner is passed that written in article 832 Indonesian
Civil Code.
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